


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja (LAKIN)
Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah
diwajibkan  untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan

anggaran.

Semoga LAKIN KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat memenuhi harapan pemangku
kepentingan. Dengan tersusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat menjadi feedback dan
feedforward untuk meningkatkan kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dan

jajarannya di masa datang.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,

M. Ivon Indardi
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Satu adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.1.
Nomor: 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. KPP Pratama Jakarta
Gambir Satu memiliki profil sebagai berikut:
A. Latar Belakang
1. Landasan Penyusunan Laporan Kinerja
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PANRB
Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-
1263/S].1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024,
perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.
Laporan ini menyajikan kondisi umum KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang berisi
gambaran utama tentang pencapaian sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama
(IKU Utama) tahun 2024. Selain capaian yang diraih, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
menyadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misinya, terdapat aspirasi
stakeholder yang semakin dinamis.
Dalam rangka melayani para pemangku kepentingan serta menjalankan tugasnya
sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak, terdapat berbagai potensi dan
tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Potensi dan tantangan tersebut merupakan
hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan laporan kinerja ini. Selain
itu informasi mengenai rencana perbaikan kinerja perlu dijabarkan juga dengan tujuan

memberikan panduan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



2. Permasalahan Utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi
Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
masih rendah dan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan dan Orang Pribadi juga belum maksimal.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu mengemban tugas melaksanakan pelayanan,

pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) di

bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu menyelenggarakan

fungsi:

a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,
perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun
lalu.

b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka
intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

c. Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB
serta produk hukum lainnya.

d. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan
potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

e. Menjamin terlaksananya pengolahan data WP guna menyajikan informasi
perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.

f. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.

g. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan
tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPn BM untuk mengetahui tingkat
kepatuhan WP serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

h. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan
melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan
Tahunan yang tidak disampaikan (kempos).

i. Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak
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(Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak Sederhana Lapangan/Kantor) dan
daftar WP yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian

atas besarnya pajak yang terutang.

j. Menetapkan surat himbauan kepada WP berdasarkan hasil penelitian

formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa

PPN/PPn BM.

. Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Surat

Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang

kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna

memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.

. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan
penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

.Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh
KPP lain, Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP serta instansi lain guna memberikan
informasi perpajakan yang akurat.

. Menjamin penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi serta

permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan netto KPP.

. Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas WP/penanggung

pajak.

. Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah

tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPP.

. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap

WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses

administrasi perpajakan.

. Menetapkan usulan angka kredit pejabat fungsional (fungsional penilai PBB dan

fungsional pemeriksa pajak).

. Menetapkan tanggapan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.

. Menjamin tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kanwil DJP.

. Menetapkan surat pengantar laporan pemantauan pengendalian intern,

pengolahan/manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di

lingkungan KPP dan menetapkan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemantauan

pengelolaan/manajemen risiko.






